
92 

 

BAB V  

ANALISA 

 

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai penentuan variabel-variabel 

apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi BAPPEDA dari 

keempat perspektif BSC berdasarkan bahasan para narasumber dengan 

menggunakan alat bantu dari metode BSC berupa strategy map.  

Berdasarkan temuan pada bab sebelumnya, variabel-variabel yang dikaji 

kembali untuk dijadikan variabel kunci oleh para narasumber bagi pengukuran 

kinerja organisasi BAPPEDA dapat dilihat pada sajian tabel matriks berikut 

(Tabel 5.1.). 

Tabel 5.1. Matriks Variabel Utama Hasil Wawancara 

No Perspektif BSC 
Variabel Kunci 

Narasumber A Narasumber B Narasumber E 

1 Pertumbuhan 

dan 

Pembelajaran 

Kecepatan waktu Kualitas Pekerjaan  Budaya kerja 

    Kualitas pekerjaan Kemampuan teknis Kompetensi 

     SDM berkompetensi 

tinggi 

Inovasi Strategi   

    Kualitas Sistem Informasi 

Manajemen 

    

    Inovasi Strategi     

          

2 Proses Binis 

Internal 

Proses pelayanan utama Target kinerja 

organisasi  

Proses pelayanan 

utama 

    Kompetensi inti 

organisasi 

Proses Pelayanan 

Utama  

Target kinerja 
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    Daya tanggap Peningkatan 

output/outcome 

kinerja yang 

berkualitas  

Peningkatan 

output/outcome  

    Kehandalan Monitoring dan 

evaluasi yang efektif 

  

    Sarana prasarana utama     

          

3 Pelanggan Kejelasan prosedur 

dalam pelayanan  

Prosedur Kepuasan 

masyarakat 

    Kemampuan personil  Kemampuan   

    Kecepatan dalam 

pelayanan 

    

          

4 Keuangan Efektivitas Efektivitas Ekonomis 

    Efisiensi   Efektivitas 

        Efisiensi 

(Sumber: Peneliti, diolah, 2022) 

 

Untuk dapat menarik variabel-variabel apa saja yang sesuai dengan 

kebutuhan pengukuran kinerja organisasi khusus di BAPPEDA Kota Cimahi, 

maka penulis melakukan analisis terhadap variabel-variabel yang sama yang 

telah dikaji oleh para narasumber dari konteks perencanaan pembangunan di 

daerah, baik secara pendefinisian individu variabel maupun dalam pemetaan pada 

BSC strategy map. 

5.1.   Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah, tugas dari 

seorang perencana adalah mengatur proses perencanaan di tingkat daerah yang 

bersifat kompleks sehingga membutuhkan pengetahuan intersektoral yang luas 



94 

 

dan kemampuan merencanakan sesuai dengan perkembangan yang selalu 

dinamis. Selain itu, setelah faktor lingkungan (sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik), faktor sumber daya manusia perencana akan mempengaruhi proses 

pembangunan daerah (Riyadi&D.S. Bratakusumah, 2002). Kemampuan dan 

keahlian, maupun kemampuan penggunaan teknik dan metode yang digunakan 

serta dan keluwesan dari setiap individu SDM perencana akan  mempengaruhi 

kualitas perencanaan pembangunan di daerah, oleh karena itu variabel utama 

dalam perspektif ini adalah kompetensi sumber daya perencana pembangunan.  

 

5.2.  Perspektif Proses Bisnis Internal 

Keberadaan institusi perencana ini sangat dibutuhkan dengan perannya 

sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggung 

jawab penuh atas hasilnya sebagai wujud dari penjabaran pelaksanaan 

pembangunan (Riyadi&D.S. Bratakusumah, 2002). Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 

Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan, proses 

bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan 

unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. 

Dari pemahaman mengenai kerangka organisasi insitusi perencana, institusi ini 

harus dipahami sebagai rangkaian dari adanya peran dan fungsi intitusi perencana 

itu sendiri, peran dan fungsi perencana sebagai SDM perencana di dalamnya, 

kemampuan atau kompetensi setiap  sumber daya perencana, lingkungan yang 

dapat mempengaruhi organisasi, termasuk didalamnya adalah sistem yang berlaku 
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di dalam organisasi (Riyadi&D.S. Bratakusumah, 2002). 

Proses bisnis dari setiap perangkat daerah termasuk BAPPEDA 

menggambarkan sistem atau mekanisme yang berjalan di dalam organisasi, 

dimulai dari proses manajerial, utama, dan pendukung. Mekanisme yang 

dijalankan di dalam institusi perencana pembangunan daerah seperti BAPPEDA 

ini memegang peranan kunci di dalam pembangunan karena pada hakikatnya 

pembangunan adalah tugas pemerintah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya 

kepada masyarakat yang perlu dilaksanakan mulai dari perencanaan termasuk 

penetapan target kinerja organisasi hingga evaluasinya. Sehingga rangkaian proses 

pelayanan utama BAPPEDA tersebut menjadi sangat krusial. Hasil dari 

berjalannya proses layanan utama ini adalah berupa output (keluaran) maupun 

outcome (hasil/dampak) yang harus dapat dipertanggungjawabkan mengingat 

tujuan akhir suatu organisasi publik adalah perwujudan good governance (tata 

kelola pemerintahan yang baik). Sehingga baik proses maupun hasilnya berada 

dalam satu jangkauan perspektif proses bisnis internal organisasi publik termasuk 

BAPPEDA. Variabel adanya target kinerja, proses pelayanan utama, dan 

peningkatan output maupun otcome menjadi fokus pada perspektif ini. 

 

5.3. Perspektif Proses Keuangan 

Agar dapat menjalankan mekanisme pada proses bisnis organisasi maka 

dukungan keuangan menjadi perhatian berikutnya. Meskipun aspek keuangan atau 

pendanaan ini bersifat given namun dalam proses perencanaan pembangunan 

daerah harus benar-benar diperhatikan sebagai suatu hal yang penting dikarenakan 
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beberapa hal sebagai berikut (Riyadi&D.S. Bratakusumah, 2002): 

a. Perencanaan pembangunan adalah kegiatan yang “mahal” sehingga tidak 

setiap pihak yang terkait harus mempunyai komitmen tinggi dan ketelitian, 

detil pada prioritas, oleh karenanya rencana yang dihasilkan tidak boleh sia-

sia dan menimbulkan pemborosan 

b. Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang menghasilkan 

produk pembangunan yang bersifat makro dan dari segi waktu harus 

memperhatikan prioritas sehingga harus sudah mempertimbangkan masalah 

pendanaannya agar efisiensi dan efektivitas dalam PPD (Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah) dapat tercapai. 

Jika ditinjau dari pengertian akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, 

secara umum pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan 

semua kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab wali amanat 

(prinsipal), yang berhak dan berwenang untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 

2010, akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggung jawab untuk mengelola sumber 

daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur. Karenanya baik ekonomis, 

efektivitas, dan efisiensi adalah prinsip pengelolaan kinerja keuangan untuk 

mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dilihat dari penjelasan diatas maka 

variabel ekonomis, efisiensi, dan efektivitas menjadi variabel kunci dalam 

perspektif keuangan ini bagi BAPPEDA. 
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5.4. Perspektif Pelanggan/Masyarakat 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, salah seorang 

narasumber mengungkapkan bahwa “..sejauh mana kita sebagai institusi 

pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, harapan masyarakat, kan 

itu fungsinya kita..” 

Berdasarkan definisi dari Riyadi&D.S. Bratakusumah (2002), perencanaan 

pembangunan daerah yang dilakukan haruslah berorientasi kepada masyarakat, 

tidak hanya berarti hasil pembangunan yang akan dicapai akan bermanfaat dan 

berguna bagi masyarakat; resiko datu cost yang akan timbuk dari pembangunan 

tersebut akan ditanggung oleh masyarakat setempat sehingga masyarakat 

memiliki „sense of beloging‟ terhadap hasil pembangunan. Masyarakat 

diharapkan akan turut sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan. Dalam 

konteks perspektif BSC ini maka variabel kunci dalam aspek 

pelanggan/"kastamer”/stakeholder adalah kepuasan masyarakat. Aspek kepuasan 

masyarakat ini telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku yaitu 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 

14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Dari hasil pengerucutan variabel-variabel tersebut maka dapat dilihat dalam 

sebuah model jejaring BSC sebagai berikut (Gambar 5.1). 
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Gambar 5.1. Variabel-variabel Pengukuran Kinerja BAPPEDA berdasarkan Jejaring BSC  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa hasil temuan dapat dihasilkan variabel-variabel yang 

digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik berdasarkan pendekatan BSC 

sebagai berikut: 

1. Pada Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Learning&Growth 

Perspective) dihasilkan sebanyak 1 variabel kunci yaitu Kompetensi Sumber 

Daya Perencana Pembangunan; 

2. Pada Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Bussiness Process) 

dihasilkan sebanyak 3 variabel kunci yaitu Proses Pelayanan Utama Institusi 

Perencana, Target Kinerja, dan Peningkatan Output/Outcome; 

3. Pada Perspektif Keuangan (Financial Process) dihasilkan 3 variabel kunci 

yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas; dan 

4. Pada Perspektif Pelanggan/Masyarakat (Customer Perspective) dihasilkan 1 

variabel kunci yaitu Kepuasan Masyarakat. 

 

6.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat 

disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah, variabel-variabel ukuran kinerja tersebut dapat 
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diacu dan dijadikan sebagai key performance index (KPI) untuk para 

perangkat daerahnya karena dapat meningkatkan kinerjanya dalam 

pelayanan publik, kualitas kerja pegawai, dan juga kualitas kerja organisasi. 

2. Peneliti mengusulkan untuk organisasi publik lainnya termasuk pemerintah 

daerah yang akan menggunakan variabel-variabel dalam penelitian ini, jika 

diperlukan untuk mengkaji atau mendefinisikan lebih lanjut sehingga dapat 

diaplikasikan dan memberikan manfaat lebih untuk peningkatan kinerja 

organisasi. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC), 

ke depan penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan 

pendekatan lainnya untuk menilai kinerja organisasi publik. 

4. Peneliti mengusulkan untuk BAPPEDA sebagai institusi perencana yang 

menitikberatkan pada aspek pertumbuhan dan pembelajaran maka 

dibutuhkan suatu kondisi lingkungan kerja yang mengedepankan budaya 

organisasi sebagai organisasi pembelajar salah satunya dengan 

mengimplementasikan proses transfer informasi dan pengetahuan dengan 

cepat dan efisien ke setiap level organisasi. Hal tersebut ditujukan agar 

individu di dalam organisasi selalu memperoleh pengetahuan maupun 

wawasan baru yang akan mempengaruhi setiap tindakannya di dalam 

organisasi secara positif yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan 

kerja yang lebih kondusif. 
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